OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 /POJK.03/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN
INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

bahwa untuk memperluas cakupan pelapor yang
memberikan fasilitas penyediaan dana kepada Debitur
serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor
jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal,
dan industri keuangan non-bank, diperlukan
pengaturan kembali pihak yang wajib menjadi pelapor
dan pihak yang dapat menjadi pelapor;

bahwa Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan sistem
layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif,
dan terintegrasi di sektor jasa keuangan;

bahwa untuk memperluas cakupan pelapor dan
pengembangan sistem layanan informasi keuangan
perlu menyesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan
dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem

Layanan Informasi Keuangan;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan
dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem

Layanan Informasi Keuangan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3608);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan
Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan

Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6049);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR
MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan

Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan

Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6049) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4,
angka 5, angka 6, angka 12, dan angka 14 Pasal 1
diubah, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan
2 (dua) angka, yakni angka 6a dan angka 6b, serta
angka 7 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang

dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya
disingkat OJK adalah lembaga independen, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan.

2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya
disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan
kegiatan di sektor perbankan, pasar modal,
perasuransian, dana pensiun, lembaga

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.



6a.

6b.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah, yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,
termasuk kantor cabang dari bank yang
berkedudukan di luar negeri dan unit usaha
syariah.

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya
disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang
selanjutnya disingkat BPRS adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana atau barang modal sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
mengenai lembaga pembiayaan.

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan
kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek,
perantara pedagang efek, dan/atau manajer
investasi.

Lembaga Pendanaan Efek adalah pihak yang
melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi
efek.

Dihapus.

Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan
dan permintaan informasi debitur melalui sistem
layanan informasi keuangan kepada OJK.

Debitur adalah perseorangan, perusahaan, atau
pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana

dari Pelapor.



10.

11.

12.

13.

14.

Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan
dan dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut
tata cara dan bentuk laporan serta media laporan
yang ditetapkan oleh OJK.

Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan
dana oleh Pelapor kepada Debitur, baik dalam
rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit
atau pembiayaan, surat berharga, dan transaksi
rekening administratif, serta bentuk fasilitas lain
yang dapat dipersamakan dengan itu termasuk
yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Informasi Debitur adalah informasi mengenai
Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima
Debitur, dan/atau informasi terkait lain yang
disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang
diterima oleh OJK dari Pelapor.

Sistem Layanan Informasi Keuangan yang
selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem
informasi yang dikelola oleh OJK wuntuk
mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan
layanan informasi di bidang keuangan.

Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang
selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau
badan yang menghimpun dan mengolah data
kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi

perkreditan.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah dan

ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga

Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 2
Pihak yang wajib menjadi Pelapor meliputi:
a. Bank Umum;

b. BPR;



c. BPRS;

d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan
Fasilitas Penyediaan Dana;

e. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan
usaha sebagai perantara pedagang efek;

f. Lembaga Pendanaan Efek;

g. LJK lainnya yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana meliputi lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian,
perusahaan pembiayaan sekunder
perumahan, dan perusahaan pembiayaan
untuk pengembangan koperasi, usaha kecil
dan menengah; dan

h. LJK yang diwajibkan menjadi Pelapor sesuai
dengan Peraturan OJK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk

menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

Unit usaha syariah wajib menjadi Pelapor dalam

hal pihak yang wajib menjadi Pelapor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf g,

dan huruf h memiliki unit usaha syariah.

Ketentuan Pasal 3 diubah dan di antara ayat (1) dan

ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la)

sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 3
LJK yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana
selain pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), kecuali LJK lainnya yang menyediakan
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi, dapat menjadi Pelapor dengan
mengajukan permohonan dan memperoleh

persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan.



4.

(1a)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. memiliki infrastruktur yang memadai; dan

b. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK.

Lembaga lain bukan LJK dapat menjadi Pelapor

setelah mendapat persetujuan OJK dengan

memenuhi persyaratan:

a. memberikan Fasilitas Penyediaan Dana;

b. memiliki infrastruktur yang memadai;

c. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK;

d. menandatangani perjanjian keikutsertaan
dalam pelaporan dan permintaan Informasi
Debitur melalui SLIK;

e. memiliki kondisi keuangan yang sehat;

f.  memiliki aset paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) dan/atau merupakan lembaga yang
menyalurkan Fasilitas Penyediaan Dana
untuk pelaksanaan program pemerintah; dan

g. bersedia menyampaikan laporan keuangan
tahunan yang telah diaudit oleh akuntan
publik kepada OJK, paling lambat akhir bulan
ke-6 (enam) setelah periode tahun buku
berakhir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk

menjadi Pelapor bagi LJK yang memberikan

Fasilitas Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan lembaga lain bukan LJK

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

oleh OJK.

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 3A
Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dapat mengajukan permohonan pengunduran diri



sebagai Pelapor kepada OJK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
permohonan pengunduran diri sebagai Pelapor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh OJK.

Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 4 diubah dan di

antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 disisipkan 1 (satu)

ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(42)

(9)

Pasal 4
Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur
kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh,
dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir
bulan.
Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib mencakup informasi mengenai:
a. Debitur;
b. Fasilitas Penyediaan Dana;
c. agunan;
d. penjamin;
e. pengurus dan pemilik; dan
f.  keuangan Debitur.
Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat
Pelapor kepada OJK.
Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib mencakup informasi dari kantor
pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang Pelapor.
Bagi pergadaian, Laporan Debitur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup
Fasilitas Penyediaan Dana berupa pinjaman
jaminan fidusia.
Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib disusun sesuai dengan pedoman
penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh
OJK.



(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh OJK.

Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan penjelasan
ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah
sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi

pasal, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
secara bulanan paling lambat tanggal 12 bulan
berikutnya setelah bulan Laporan Debitur.

(2) Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atas
dasar:

a. temuan Pelapor, paling lambat
tanggal 12 bulan berikutnya setelah bulan
Laporan Debitur; atau

b. temuan OJK, paling lambat sesuai dengan
batas waktu komitmen Pelapor dalam
pemeriksaan.

(3) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau
hari libur, Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja
berikutnya.

(4) OJK dapat menetapkan tanggal berakhirnya
penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi:

a. kerusakan dan/atau gangguan = pada
pangkalan data (database) atau jaringan

komunikasi di OJK; dan/atau
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b. kondisi tertentu yang berdampak signifikan

pada periode penyampaian Laporan Debitur.
Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada
tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi

Laporan Debitur diterima oleh OJK.

Ketentuan Pasal 9 dihapus.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5)

Pasal 10 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga

Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(9)

Pasal 10
Pelapor harus menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring
melalui SLIK.
Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam
menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur dapat menyampaikan secara
luring paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan surat
pemberitahuan tertulis kepada OJK disertai
dokumen pendukung.
Dihapus.
Pelapor yang mengalami keadaan kahar sehingga
tidak memungkinkan untuk menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur secara daring dan secara luring sampai
dengan batas akhir periode penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur,
memberitahukan secara tertulis kepada OJK
untuk memperoleh penundaan batas waktu
penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur.
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan

Debitur secara luring sebagaimana dimaksud pada
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ayat (2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disampaikan

kepada:

a. departemen yang menjalankan fungsi
perizinan dan informasi perbankan, bagi
Pelapor yang berkantor pusat di wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten; atau

b. kantor regional OJK atau kantor OJK
setempat, bagi Pelapor yang berkantor pusat
di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 15

diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5)

sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(2)

(3)

Pasal 15
Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat
meminta  Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada OJK
secara daring melalui SLIK.
Permintaan Informasi Debitur secara daring
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan melalui kantor pusat Pelapor dan/atau
kantor cabang Pelapor.
Pelapor wajib menatausahakan semua permintaan
Informasi Debitur melalui SLIK yang dilakukan
oleh Pelapor, yang paling sedikit mengenai:
a. tanggal permintaan;
b. nomor identitas Debitur;
c. nama Debitur;
d. peruntukan Informasi Debitur; dan
e. pegawai yang mengajukan permintaan dan

menerima Informasi Debitur.



10.

(4)
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Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur
yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk keperluan Pelapor selain untuk:

a. mendukung kelancaran proses pemberian
Fasilitas Penyediaan Dana;

b. menerapkan manajemen risiko kredit atau
pembiayaan;

c. mengidentifikasi kualitas Debitur untuk
pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain
yang berwenang;

d. pengelolaan sumber daya manusia pada
Pelapor; dan/atau

e. verifikasi untuk kerja sama Pelapor dengan
pihak ketiga.

Pelapor wajib menatausahakan dokumen terkait

penggunaan Informasi Debitur sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) wuntuk verifikasi

penggunaan Informasi Debitur.

Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua)

pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 15A

Pelapor hanya dapat mengakses data Informasi
Debitur paling banyak 100% (seratus persen) dari
jumlah Debitur yang dilaporkan pada posisi data 2
(dua) bulan laporan sebelumnya.

Dalam hal Pelapor membutuhkan Informasi
Debitur melebihi batas paling banyak permintaan
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pelapor mengajukan permohonan
persetujuan kepada OJK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengajuan permintaan Informasi Debitur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

oleh OJK.



11.

12.
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Pasal 15B

Pelapor dilarang memberikan dan/atau

memperjualbelikan Informasi Debitur yang diperoleh

dari SLIK kepada pihak lain.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Debitur dapat meminta Informasi Debitur atas

nama Debitur yang bersangkutan kepada OJK

atau kepada Pelapor dari Debitur yang
bersangkutan.

Permintaan Informasi Debitur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan cara:

a. permohonan secara tertulis yang
disampaikan langsung oleh Debitur yang
bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa;
atau

b. permohonan secara daring melalui sistem
informasi OJK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

permintaan Informasi Debitur oleh Debitur

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

oleh OJK.

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 19
LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf c dapat memperoleh Informasi
Debitur untuk pelaksanaan kegiatan usaha sesuai
dengan Peraturan OJK mengenai lembaga

pengelola informasi perkreditan.



13.

14.
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(2) OJK dapat menghentikan akses Informasi Debitur
oleh LPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan pertimbangan tertentu.

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25

(1) Dalam hal Pelapor tidak dapat menyelesaikan
pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) dan ayat (2), Debitur dapat melakukan
upaya penyelesaian pengaduan melalui OJK atau
lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

(2) Bagi Pelapor berupa LJK, penanganan dan
penyelesaian pengaduan sesuai dengan Peraturan
OJK mengenai perlindungan konsumen sektor

jasa keuangan.

Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 29A

(1) Pelapor wajib melakukan audit intern terhadap
pelaksanaan SLIK paling sedikit 1 (satu) kali dalam
setahun.

(2) Audit intern pelaksanaan SLIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup
pelaporan dan permintaan Informasi Debitur.

(3) Bagi Pelapor yang tidak memiliki satuan kerja
audit intern, kegiatan audit intern dapat
dilaksanakan oleh organ yang melaksanakan

fungsi audit intern.
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15. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 30

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(4)

Pasal 30

Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana

dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:

a. menyampaikan Laporan Debitur;

b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;

c. mengajukan permintaan dan menerima
Informasi Debitur;

d. melakukan administrasi dan pengelolaan hak
akses pengguna SLIK di internal Pelapor;

e. menangani pengaduan Debitur;

f.  melakukan pengamanan data Informasi
Debitur; dan

g. melakukan supervisi terhadap permintaan
Informasi Debitur.

Penunjukan pegawai pelaksana dan/atau pejabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

mempertimbangkan prinsip pemisahan tugas

(segregation of duties) serta disesuaikan dengan

kompleksitas kegiatan usaha Pelapor.

Pelapor wajib menyampaikan pegawai pelaksana

dan/atau pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d kepada

OJK dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)

bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai Pelapor

oleh OJK.

Dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana

dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib:

a. menyampaikan kepada OJK perubahan
pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang
melakukan fungsi administrasi dan
pengelolaan hak akses pengguna SLIK di
internal Pelapor, paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja setelah terjadi perubahan; dan



16.

17.

-16 -

b. melakukan penyesuaian hak akses pengguna

SLIK di internal Pelapor.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah dan
ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) OJK melakukan pengawasan secara langsung
dan/atau pengawasan secara tidak langsung
terkait pelaksanaan SLIK terhadap LJK yang
menjadi Pelapor.

(2) OJK berwenang melakukan pengawasan secara
langsung dan/atau pengawasan secara tidak
langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap
lembaga lain bukan LJK yang menjadi Pelapor.

(3) Pelapor wajib memberikan informasi kepada OJK
dalam rangka pelaksanaan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) OJK dapat menetapkan kebijakan terkait
pelaksanaan SLIK berdasarkan pertimbangan
untuk kondisi tertentu.

(5) OJK berwenang membatalkan persetujuan kepada
lembaga lain bukan LJK yang menjadi Pelapor.

(6) OJK dapat menambahkan keterangan tautan

mengenai informasi tertentu pada SLIK.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32
Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3),
Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (4),
Pasal 4 ayat (5), Pasal 6, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13,
Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (1),
Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2),
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Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4),
Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 29A ayat (1),
Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4),

dan/atau Pasal 31 ayat (3) dikenai sanksi administratif

berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(2)

Pasal 33
Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan
Debitur setelah batas akhir penyampaian Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
a. denda
1) bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) per hari kerja keterlambatan
dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga
puluh juta rupiah); atau
2) bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp100.000,00 (seratus
ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan
dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga
juta rupiah); dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur
sampai dengan Laporan Debitur diterima oleh
OJK.
Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi
administratif = berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
berdasarkan  jumlah aset posisi tanggal

31 Desember pada tahun sebelumnya.
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19. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 34

Pelapor yang tidak menyampaikan koreksi

Laporan Debitur setelah batas akhir penyampaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

huruf a, dikenai sanksi administratif berupa

denda:

a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) per Debitur dan paling banyak
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
atau

b. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) per Debitur dan paling banyak
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

jumlah paling banyak sanksi merupakan

akumulasi pada posisi bulan data ketika Pelapor

menyampaikan koreksi Laporan Debitur.

Kesalahan informasi yang disampaikan dalam

Laporan Debitur berdasarkan temuan OJK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,

dikenai sanksi administratif berupa denda:

a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar RpS50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) per Debitur dan paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah;
atau

b. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu
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rupiah) per Debitur dan paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
jumlah paling banyak sanksi merupakan
akumulasi per pemeriksaan OJK.
Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi
administratif =~ berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
berdasarkan  jumlah aset posisi tanggal
31 Desember pada tahun sebelumnya.
Pelapor yang tidak menyampaikan koreksi
Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sampai dengan akhir bulan dari batas
akhir = penyampaian laporan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dikenai
sanksi administratif berupa penundaan pemberian
Informasi Debitur sampai dengan seluruh koreksi
Laporan Debitur diterima oleh OJK.
Pelapor dikecualikan dari pengenaan sanksi
administratif = berupa  denda = sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila
keterlambatan koreksi Laporan Debitur
disebabkan program peningkatan kualitas data

yang dilaksanakan oleh OJK.

20. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 34A

Dalam hal terdapat kesalahan isian pada Laporan
Debitur yang mengakibatkan terjadinya kesalahan
isian pada laporan lain yang disampaikan ke OJK,
sanksi administratif berupa denda tidak
dikenakan terhadap kesalahan isian pada laporan
lain dimaksud.

Pelapor yang telah dikenai sanksi administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1),



21.

(4)

-20 -

Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan/atau
Pasal 34 ayat (4), tetap wajib menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur.

Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis atau
peringatan tertulis.

Dalam pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
dan/atau Pasal 34 ayat (2), LJK yang memiliki unit
usaha syariah diperhitungkan sebagai 1 (satu)

entitas Pelapor.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 35

Pelapor yang meminta dan menggunakan

Informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)

dan Pasal 15B dikenai sanksi administratif berupa

denda sebagai berikut:

a. bagi Pelapor dengan aset lebih dari
Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun
rupiah), sebesar RpS50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi
Debitur dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. bagi Pelapor dengan aset
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah) sampai dengan
Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun
rupiah), sebesar RpS50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi
Debitur dan paling banyak Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah); atau
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c. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur
dan paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi

administratif = berupa denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah aset
posisi tanggal 31 Desember pada tahun

sebelumnya.

22. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 36

Pelapor berupa LJK yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 15 ayat (4),
Pasal 15B, dan/atau Pasal 34A ayat (2) selain
dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis atau peringatan tertulis, denda, dan/atau
sanksi  administratif lainnya  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34,
Pasal 34A ayat (3), dan/atau Pasal 35, dapat
dikenai sanksi administratif berupa:

a. penurunan tingkat kesehatan;

b. larangan untuk menerbitkan produk atau

melaksanakan aktivitas baru; dan/atau

c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Dalam hal direksi dan/atau pejabat eksekutif
Pelapor berupa LJK tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33,
Pasal 34, dan/atau Pasal 35, dapat dikenai sanksi
administratif berupa larangan sebagai pihak

utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai
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penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa
keuangan.

(3) Dalam hal Pelapor merupakan lembaga lain bukan
LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1),
Pasal 8 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15B,
dan/atau Pasal 34A ayat (2) dapat dikenai sanksi
administratif selain sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33,
Pasal 34, Pasal 34A ayat (3), dan/atau Pasal 35.

(4) OJK merekomendasikan pengenaan sanksi
administratif lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berkoordinasi dengan otoritas pengawas

Pelapor lembaga lain bukan LJK.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 37
Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1),
Pasal 34 ayat (1), dan/atau Pasal 34 ayat (2), mulai
berlaku 9 (sembilan) bulan sejak batas waktu kewajiban

penyampaian Laporan Debitur untuk pertama kali.

Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB XIIA Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB XIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 37A
Kewajiban menjadi Pelapor bagi Perusahaan Efek
yang menjalankan kegiatan usaha sebagai
perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e paling lambat
tanggal 28 Februari 2021.
Kewajiban menjadi Pelapor bagi Lembaga
Pendanaan Efek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf f paling lambat
tanggal 31 Desember 2021.
Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan
usaha  sebagai perantara pedagang efek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf e yang belum dapat menyampaikan cakupan
Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (6) secara lengkap, memenuhi
kelengkapan laporan sesuai dengan Surat Edaran
OJK yang menjadi ketentuan pelaksanaan
Peraturan OJK ini, paling lambat untuk posisi data
bulan November 2022.
Perusahaan modal ventura dan perusahaan
pembiayaan infrastruktur ditetapkan menjadi
Pelapor paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
Kewajiban menjadi Pelapor bagi pergadaian yang
pada saat Peraturan OJK ini berlaku belum
menjadi Pelapor sesuai dengan Peraturan OJK
Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan
Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem
Layanan Informasi Keuangan, paling lambat
tanggal 31 Desember 2025.
Kewajiban bagi Pelapor berupa perusahaan
pembiayaan untuk pengembangan koperasi,
usaha kecil dan menengah, untuk menyampaikan
Laporan Debitur berupa transaksi membina
ekonomi keluarga sejahtera paling lambat untuk

posisi data bulan Desember 2025.
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Ketentuan Pasal 38 dihapus.

Pasal II
Pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini,
pemeriksaan dan/atau keputusan atas pelanggaran
didasarkan pada Peraturan OJK Nomor
18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan
Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi
Keuangan.
Pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34A ayat (3), Pasal 35,
dan/atau Pasal 36 Peraturan OJK ini.
Dalam hal Pelapor melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini
yang ditemukan oleh Pelapor atau OJK setelah
berlakunya Peraturan OJK ini, Pelapor dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
OJK ini.
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 /POJK.03/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN
INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

I. UMUM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, OJK telah
mengembangkan SLIK sebagai sarana pertukaran Informasi Debitur
antar LJK. Dalam perkembangan pelaksanaan SLIK, terdapat perluasan
untuk menambah cakupan Pelapor yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana kepada Debitur serta mendukung pengawasan yang
efektif di sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal,
dan industri keuangan non-bank.

SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan
dana, penerapan manajemen risiko kedit atau pembiayaan, penilaian
kualitas Debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor,
verifikasi untuk kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga, dan
meningkatkan disiplin industri keuangan. Untuk meningkatkan
efektivitas pelaksanaan SLIK serta mitigasi penyalahgunaan Informasi
Debitur, perlu penyesuaian terkait penyampaian dan penggunaan
Informasi Debitur baik oleh Pelapor maupun pihak lain yang
menggunakan SLIK.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan penyesuaian

ketentuan mengenai pelaporan dan permintaan Informasi Debitur



melalui sistem layanan informasi keuangan, guna meningkatkan

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SLIK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Perusahaan pembiayaan untuk pengembangan
koperasi, usaha kecil dan menengah antara lain
PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Huruf h
Peraturan OJK yang dimaksud antara lain
Peraturan OJK mengenai kegiatan dan aktivitas
LJK.
Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)
Pelaporan yang disampaikan oleh unit usaha syariah

dilakukan secara tersendiri dan terpisah.

Angka 3
Pasal 3
Ayat (1)
LJK yang dimaksud antara lain lembaga keuangan
mikro.
Ayat (1a)
Huruf a
Infrastruktur yang memadai antara lain
struktur organisasi, sumber daya manusia,
perangkat komputer, dan jaringan komunikasi
data yang diperlukan dalam SLIK.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Infrastruktur yang memadai antara lain
struktur organisasi, sumber daya manusia,
perangkat komputer, dan jaringan komunikasi

data yang diperlukan dalam SLIK.

Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Yang dimaksud dengan “perjanjian

keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan
Informasi Debitur melalui SLIK” adalah
perikatan antara Pelapor dan OJK mengenai
keikutsertaan Pelapor dalam SLIK.

Huruf e
Kondisi keuangan yang sehat yaitu kondisi
keuangan pada saat pendaftaran minimum

selama 2 (dua) semester terakhir secara



berturut-turut dinyatakan sehat yang
dibuktikan dengan rekomendasi dari otoritas
pengawas Pelapor lembaga lain bukan LJK.
Contoh:

Koperasi yang mengajukan diri sebagai Pelapor
harus memperoleh rekomendasi dari
kementerian atau lembaga yang melakukan
pengawasan terhadap koperasi yang
menyatakan koperasi memiliki kondisi
keuangan yang sehat selama 2 (dua) semester

terakhir.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 3A

Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Informasi mengenai Debitur antara lain berisi
informasi mengenai nama, nomor identitas,
tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor
telepon, nomor seluler, alamat surat elektronik,
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama gadis
ibu kandung, informasi pasangan, pekerjaan,
hubungan keterkaitan Debitur dengan Pelapor,

dan penghasilan Debitur.



Huruf b

Informasi mengenai Fasilitas Penyediaan Dana
antara lain berisi informasi mengenai jenis
penyediaan dana, jumlah fasilitas yang
diberikan serta kualitas penyediaan dana
termasuk penyediaan dana yang dihapus buku,
dihapus tagih atau diselesaikan dengan cara
pengambilalihan agunan atau penyelesaian
melalui peradilan, dan transaksi partisipasi
risiko.

Transaksi partisipasi risiko yang dilaporkan

mencakup transaksi partisipasi risiko yang

termasuk kewajiban Bank Umum lainnya dalam
valuta asing, yaitu transaksi partisipasi risiko
yang memenuhi persyaratan:

a. dilakukan oleh Bank Umum sebagai
grantor dengan pihak lain bukan penduduk
sebagai participant,

b. disertai dengan aliran dana dari pihak lain
bukan penduduk sebagai participant
kepada Bank Umum sebagai grantor saat
transaksi mulai berlaku (funded); dan

c. tanpa pengalihan hak tagih dari Bank
Umum sebagai grantor kepada pihak lain
bukan penduduk sebagai participant,

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan mengenai utang luar
negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam
valuta asing.

Penetapan kualitas penyediaan dana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi masing-masing

Pelapor.

Huruf c
Informasi mengenai agunan antara lain berisi

informasi mengenai bukti kepemilikan, nilai



agunan, tanggal penilaian, ketersediaan
agunan, lokasi agunan, dan jenis pengikatan

agunan.

Huruf d

Informasi mengenai penjamin antara lain berisi
informasi mengenai nomor identitas atau NPWP
penjamin, nama penjamin, alamat penjamin,

dan persentase bagian yang dijamin.

Huruf e

Informasi mengenai pengurus dan pemilik
dilaporkan untuk jenis Debitur badan usaha,
antara lain berisi informasi mengenai nama,
alamat, nomor identitas atau NPWP, jabatan,

dan pangsa kepemilikan.

Huruf f

Ayat (3)

Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh
dari laporan keuangan Debitur antara lain berisi
informasi mengenai pos-pos laporan posisi

keuangan dan laba rugi.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan Debitur yang disampaikan mencakup

laporan dari kantor pusat, kantor cabang, kantor

cabang pembantu dan/atau sejenisnya yang

memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.

Ayat (4a)

Pinjaman jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan

OJK mengenai usaha pergadaian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



Angka 6

Pasal 8

Contoh:
Laporan Debitur posisi data bulan Februari 2021

disampaikan paling lambat tanggal 12 Maret 2021.

Huruf a

Contoh:
Koreksi Laporan posisi data Debitur untuk
bulan Februari 2021 disampaikan paling lambat

pada tanggal 12 Maret 2021.

Huruf b

Cukup jelas.

Yang termasuk hari libur yaitu hari libur nasional
dan cuti bersama.

Yang dimaksud dengan “hari kerja berikutnya”
adalah hari kerja setelah hari libur berlangsung.
Contoh:

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
posisi data bulan Mei 2021 yang disampaikan paling
lambat tanggal 12 Juni 2021 adalah hari Sabtu,
batas akhir penyampaian Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur posisi data bulan Mei 2021
adalah hari Senin tanggal 14 Juni 2021.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk kondisi tertentu yang
berdampak signifikan pada periode
penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur, misalnya libur dan cuti
bersama dalam rangka hari raya Idul Fitri yang
memiliki jangka waktu relatif lama dan/atau

masa pandemi wabah penyakit yang bertepatan



dengan periode penyampaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur.
Ayat (5)
Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur diterima oleh OJK yaitu tanggal yang
tercantum pada tanda terima Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SLIK untuk

penyampaian secara daring maupun secara luring.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
daring” adalah penyampaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor
dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman
data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur secara langsung melalui jaringan yang
terhubung dengan SLIK.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah
gangguan yang menyebabkan Pelapor tidak dapat
menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur secara daring, antara lain gangguan
pada jaringan komunikasi data dan pemadaman
listrik.

Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
luring” adalah penyampaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor yang
dilakukan dengan menyampaikan rekaman data
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur

kepada OJK antara lain dalam bentuk cakram padat



atau diska lepas.
Dokumen pendukung antara lain surat atau
pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi
data dalam hal Pelapor mengalami gangguan
komunikasi data dan/atau surat dari penyedia
jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami
pemadaman listrik atau dokumen yang menyatakan
telah ada upaya melakukan penyampaian laporan
SLIK secara daring.
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
yang disampaikan secara luring oleh Pelapor dan
diunggah oleh OJK tetap menjadi tanggung jawab
Pelapor.

Ayat (3)
Dihapus.

Ayat (4)
Keadaan kahar terdiri dari bencana alam, bencana
nonalam, dan/atau  bencana  sosial yang
mengganggu Kkegiatan operasional Pelapor, yang
dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang
dari daerah setempat.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “menatausahakan” adalah
melakukan penatausahaan atas setiap permintaan
Informasi Debitur baik secara manual maupun

melalui sarana teknologi informasi.
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Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Contoh:
Penggunaan Informasi Debitur untuk
pemantauan Debitur existing, pelaksanaan
audit, serta penerapan strategi anti fraud,
namun tidak termasuk untuk penyusunan
daftar prospek (prospect list) calon Debitur dan
cross selling selain nasabah Pelapor.

Huruf c
Pihak lain yang berwenang antara lain otoritas
pengawas Pelapor lembaga lain bukan LJK.
Contoh:
Penggunaan Informasi Debitur untuk
penyamaan kualitas terhadap satu Debitur atau
satu proyek yang sama sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Huruf d
Contoh:
Penggunaan Informasi Debitur untuk proses
seleksi calon pegawai Pelapor.
Huruf e
Contoh:
Penggunaan Informasi Debitur untuk seleksi
rekanan, agen, merchant, maupun vendor
Pelapor.
Ayat (5)
Contoh:

Dokumen proses pemberian Fasilitas Penyediaan

Dana antara lain mencakup dokumen pengajuan

aplikasi permohonan kredit atau pembiayaan kepada

Pelapor.



Angka 10
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Pasal 15A
Ayat (1)

Contoh:

Apabila pada posisi data bulan Februari 2021 Pelapor
menyampaikan laporan 1.000 (seribu) Debitur,
Pelapor dapat mengakses data informasi Debitur
paling banyak 1.000 (seribu) Debitur di bulan April
2021.

Ayat (2)

Kebutuhan Informasi Debitur yang melebihi batas
paling banyak permintaan Informasi Debitur antara
lain jika:

a. terdapat kebutuhan Pelapor untuk memahami
Debitur akhir dalam proses penyaluran kredit
atau pembiayaan channeling atau pembiayaan
atau investasi sekuritisasi sesuai dengan
kegiatan bisnis Pelapor;

b. Pelapor merupakan Pelapor baru; dan/atau

c. Pelapor melakukan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, integrasi, konversi, dan

pemisahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15B

Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “disampaikan langsung
oleh Debitur” adalah Debitur yang bersangkutan
datang ke OJK atau kantor Pelapor.
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Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pertimbangan tertentu antara lain jika terdapat
kondisi yang serius sehingga mengganggu

keberlangsungan kegiatan usaha LPIP.

Angka 13
Pasal 25
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 29A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Audit pelaksanaan SLIK dapat berupa audit khusus
maupun audit umum dengan ruang lingkup
pemeriksaan mencakup SLIK, baik yang dilakukan
melalui pemeriksaan fisik maupun melalui sistem
informasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Prinsip pemisahan tugas (segregation of duties)
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antara lain pemisahan tugas antara satuan kerja
atau unit yang melakukan penyampaian Laporan
Debitur, verifikasi Laporan Debitur dengan satuan
kerja atau unit yang melaksanakan fungsi
penyelesaian pengaduan Debitur.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 31
Ayat (1)

Pengawasan dilakukan melalui:

a. pengawasan secara langsung adalah
pengawasan langsung yang dilakukan dengan
cara melakukan pemeriksaan kepada Pelapor;
dan/atau

b. pengawasan secara tidak langsung adalah
pengawasan tidak langsung melalui penelitian,
analisis, dan evaluasi atas Laporan Debitur yang
disampaikan oleh Pelapor kepada OJK dan/atau
informasi lain yang diperoleh OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Kebijakan terkait pelaksanaan SLIK berdasarkan

pertimbangan untuk kondisi tertentu antara lain

penyesuaian cakupan informasi Laporan Debitur
yang disebabkan ketidaklengkapan dokumen Pelapor
untuk kredit atau pembiayaan yang dihapus buku,
tujuan penggunaan Informasi Debitur, dan waktu

operasional permintaan Informasi Debitur.



Ayat (5)
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Pertimbangan pembatalan persetujuan menjadi

Pelapor dilakukan antara lain karena lembaga lain

bukan LJK tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai

Pelapor atau pertimbangan lain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 33
Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Contoh:

Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah) menyampaikan Laporan Debitur
posisi data bulan Maret 2021 pada hari
Jumat tanggal 16 April 2021, Pelapor
dinyatakan  terlambat menyampaikan
Laporan Debitur selama 4 (empat) hari
kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan
Jumat sehingga Pelapor dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 4
(empat) x Rpl1l.000.000,00 (satu juta
rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta
rupiah).

Angka 2)

Contoh:

Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah) menyampaikan Laporan Debitur

posisi data bulan Maret 2021 pada hari



Angka 19

Pasal 34
Ayat (1)
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Jumat tanggal 16 April 2021, Pelapor
dinyatakan  terlambat menyampaikan
Laporan Debitur selama 4 (empat) hari
kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan
Jumat sehingga Pelapor dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 4
(empat) x Rpl100.000,00 (seratus ribu
rupiah) = Rp400.000,00 (empat ratus ribu
rupiah).
Huruf b

Contoh:

Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh

angka 1) dan angka 2) selain dikenai sanksi

administratif berupa denda juga dikenai sanksi

administratif berupa penundaan pemberian

Informasi Debitur dari tanggal 13 April 2021

sampai dengan 16 April 2021.

Ayat (2)

Contoh:

Perhitungan sanksi administratif berupa denda atas
Laporan Debitur posisi data bulan Agustus 2021
mengacu pada jumlah aset posisi tanggal

31 Desember 2020.

Bulan penyampaian koreksi Laporan Debitur yaitu
posisi data Pelapor menyampaikan koreksi pada
SLIK.

Debitur dihitung sebagai 1 (satu) Debitur apabila
data yang dikoreksi adalah data Debitur pada periode
yang sama meskipun Pelapor melakukan beberapa
kali koreksi data dimaksud pada bulan tertentu.
Contoh:

Pelapor pada bulan Agustus 2021 menyampaikan
2 (dua) kali koreksi atas Debitur “A”, Debitur “B”,
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Debitur “C”, Debitur “D”, dan Debitur “E” untuk

Laporan Debitur posisi data bulan Maret 2021, untuk

perhitungan sanksi Debitur dihitung sebanyak

S5 (lima) meskipun koreksi dilakukan sebanyak

2 (dua) kali pada periode bulan yang sama.

Contoh perhitungan sanksi administratif berupa

denda untuk koreksi Laporan:

Contoh 1:

Pelapor dengan aset paling sedikit

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)

menyampaikan koreksi Laporan Debitur di bulan

Februari 2021 atas 35 (tiga puluh lima) Debitur pada

Laporan Debitur posisi data bulan Desember 2020.

Atas pelanggaran dimaksud, Pelapor dikenai sanksi

administratif berupa denda sebesar 35 (tiga puluh

lima) Debitur x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

= Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah).

Contoh 2:

Pelapor dengan aset paling sedikit

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)

menyampaikan koreksi Laporan Debitur di bulan

Agustus 2021 untuk beberapa posisi bulan data

Laporan Debitur sebagai berikut:

1. Laporan Debitur posisi data bulan Agustus
2019: 50 (lima puluh) Debitur;

2. Laporan Debitur posisi data bulan Juni 2020:
100 (seratus) Debitur;

3. Laporan Debitur posisi data bulan Juli 2020:
80 (delapan puluh) Debitur;

4. Laporan Debitur posisi data bulan September
2020: 50 (lima puluh) Debitur;

5. Laporan Debitur posisi data bulan Desember
2020: 50 (lima puluh) Debitur;

6. Laporan Debitur posisi data bulan Januari
2021: 100 (seratus) Debitur;

7. Laporan Debitur posisi data bulan Maret 2021:
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60 (enam puluh) Debitur; dan
8. Laporan Debitur posisi data bulan Juni 2021:
20 (dua puluh) Debitur.

Jumlah Debitur yang dilaporkan pada koreksi
Laporan Debitur yang disampaikan di bulan Agustus
2021 adalah 510 (lima ratus sepuluh) Debitur. Atas
pelanggaran dimaksud, Pelapor dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 510 (lima ratus
sepuluh) Debitur x Rp50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah) = Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima
ratus ribu rupiah). Dengan demikian, Pelapor dikenai
sanksi administratif berupa denda paling banyak
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 34A

Ayat (1)
Laporan lain antara lain laporan restrukturisasi
kredit dan laporan tindak lanjut 15 Debitur non-
performing loans terbesar.

Ayat (2)
Batas waktu penyampaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana
ditetapkan oleh OJK.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Contoh 1:
Bank “A” dengan aset Rp700.000.000.000,00 (tujuh



Angka 21
Pasal 35
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ratus miliar rupiah) memiliki unit usaha syariah “P”
dengan aset Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah). Pada bulan Agustus 2021, terdapat koreksi
Laporan Debitur untuk posisi data bulan Juni 2021
sebagai berikut:
1. Bank “A” melakukan koreksi Laporan Debitur
atas 380 (tiga ratus delapan puluh) Debitur; dan
2. unit usaha syariah “P” melakukan koreksi
Laporan Debitur atas 50 (lima puluh) Debitur.
Atas pelanggaran dimaksud, Pelapor dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar (380 (tiga ratus
delapan puluh) Debitur + 50 (lima puluh) Debitur) x
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) =
Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus
ribu rupiah). Dengan demikian, Bank “A” dikenai
sanksi administratif berupa denda paling banyak
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Contoh 2:
Bank “B” dengan aset Rp700.000.000.000,00 (tujuh
ratus miliar rupiah) memiliki memiliki unit usaha
syariah “Q” dengan aset Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah). Pada bulan Agustus 2021, unit
usaha syariah “Q” melakukan koreksi Laporan
Debitur terhadap 50 (lima puluh) Debitur pada
Laporan Debitur posisi data bulan Juni 2021.
Atas pelanggaran dimaksud, Bank “B” dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 50 (lima puluh)
Debitur x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) =
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
atas keterlambatan penyampaian koreksi Laporan

Debitur unit usaha syariah “Q”.

Cukup jelas.
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Angka 22
Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Sanksi administratif selain sanksi administratif
berupa denda dan penundaan pemberian Informasi
Debitur antara lain penurunan tingkat kesehatan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 37

Contoh:

LJK ditetapkan menjadi Pelapor pada bulan Desember
2020. Selanjutnya, Pelapor wajib menyampaikan Laporan
Debitur pertama kali paling lambat tanggal 12 April 2021
untuk posisi data bulan Maret 2021. Dengan demikian,
Pelapor mulai dikenai sanksi wuntuk pelanggaran
penyampaian Laporan Debitur posisi data bulan
Desember 2021 yang dilaporkan paling lambat tanggal 12
Januari 2022.

Angka 24
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 37A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Perusahaan modal ventura dan perusahaan
pembiayaan infrastruktur yang pada saat Peraturan
OJK ini berlaku belum menjadi Pelapor sesuai
dengan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017
tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur
Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 26
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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